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PENGADILAN AGAIIIA
DOMPU

P_ILTUSAN
Perkara ,

Nomor : 0600lPdt.Gl20lTlPA.Dp.
Tanggal : 21 Nopernber Z0L7

Nurhaniah binti A. Wahab

(Penggugat)

melawan

Jutfikar bin Ahmad

(Tergugat)
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PUTUSAN

Nomor 0600/Pdt. G 12017 lP A.Dp.

#MsW
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara pada

tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam

perkara ceraigugat antara :

Nurhaniah binti A. Wahab, umur 26 tahun, agama lslam, pendidikan terakhir

SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat

tinggal di Dusun Tente, RT. 016, RW. 008, Desa Dore Bara,

Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, sebagai

Penggugat;

melawan
Julfikar bin Ahmad, umur 27 tahun, agama lslam, pendidikan terakhir

pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di Dusun

RT. 016, RW. 008, Desa Kalampa, Kecamatan

Kabupaten Bima, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar Penggugat dan para saksidi muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 23 Agustus 2017 telah

mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan

Pengadilan Agama Dompu, dengan Nomor 0600/Pdt.G/20171PA.Dp., tanggal

23 Agustus 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

SLTA,

Ndora,

Woha,
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1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah rergugat yang pernikahannya telah

dilaksanakan pada tanggal 29 Maret 2ua di Desa Dore Bara, Kecamatan

Dompu, Kabupaten Dompu dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama

Kecarnatan Dompu, Kabupaten Dompu, dengan Duplikat Kutipan Akta

Nikah nomor B-34/KUA.19.05.1/PW.00/0812016 tertanggat 23 Agustus

2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan

Dompu, Kabupaten Dompu;

Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di

rumah orang tua Penggugat di Desa Dore bara selarna 2 hari, kemudian

pindah-pindah dan terakhir tinggal di rurnah saudara Tergugat, sekarang

Penggugat dan Tergugat berada di rumah orang tua masing-masing di

alamat Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas; dan telah

hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah

dikaruniaidua orang anak bernama :

'1. Satria Putra Wardani(L) umur 7 tahun;

2. Salsabila (P) umur 2 tahun, sekarang anak-anak tersebut dalam asuhan

Penggugat;

Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan

rukun, narnun sejak bulan Oktober 2016 sering terjadi perselisihan dan

pertengkaran terus menerus disebabkan karena:

a. Tergugat suka meninggalkan rumah kediaman bersama berhari-hari

tanpa alasan yang jelas serta ijin dan sepengetahuan penggugat;

b. Tergugat tidak pernah rnemberi nafkah kepada penggugat;

c. Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan rain yang bemama

Nurjanah orang Desa Dore Bara, knpa rjin dan sepengetahuan

Penggugat;

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juni 2O1Z

yang rnengakibatkan Penggught pergi meninggalkan Tergugat dan pulang

ke rumah orang tua Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana

tersebut diatas;

2.

J.
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5. Bahwa Tergugat pemah mengajukan cerai dengan nomor perkara

0556/Pdt.Gl2o16lPA.Dp, namun dicabut pada tanggal 25 september 2016

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai

oleh orang tua dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;

7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara

ini;

Berdasarkan atasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua

Pengadilan Agama Dompu merneriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya

menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu bain strghra Tergugat (Julfikar bin Ahmad) terhadap

Penggugat (Nurhaniah binti A. Wahab);

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya sesuai dengan

ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang

rnenghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke

muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

wakillkuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang

relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata

bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk

tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi penggugat tetap pada dalil-dalil
gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah

datang menghadap meskipun telah dipanggil se@ra resmi dan patut,

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan

Penggugat, dan Penggugat perbaikan pada atamat Tergugat yang benar

alamat Tergugat di Dusun Ndora, RT. 016, RW. 008, Desa Kalampa,
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i

Kecamatan Woha, Kabupaten Bima dan kediaman bersama terakhir adalah
dirumah saudara Tergugat di Desa Dore Bara pula, sedangkan selain itu
Penggugat tetap dengan gugatan semula;

Bahwa untuk menguatkan darir-dalil gugatannya, penggugat telah
mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

34/KUA.19.05.1/PW.00/08/2016 tertanggat 23 Agustus 2016 yang

dikeluarkan oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor urusan Agama
Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, bermeterai cukup dan distempel
pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh
Ketua Majelis diberi tanda bukti p.1;

B. Saksi:

1. Ridwan bin Jakariah, umur 61 tahun, agama lslam, pekerjaan petani,

bertempat tinggal di Dusun Tente, RT. 015, RW. 009, Desa Dore
Bara, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, di bawah
sumpa hnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan Tergugat karena bertetangga
selang tiga rumah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang

tua Penggugat lalu tinggal di rumah saudara Tergugat di Desa Dore Bara;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar penggugat dan

Tergugat bertengkar, saksi hanya sering dipanggil untuk mendamaikan
Penggugat dan Tergugat bersarna paman Tergugat dan Kepala Dusun;

- Bahwa terungkap dalam perdamaian tersebut yang menjadi penyebab
Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena Tergugat berselingkuh
dengan wanita lain bahkan Tergugat sudah menikah Iagi dengan
perempuan bemama Nurjanah yang berasatdari Dusun Tente pula;
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- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah ternpat tinggal sejak Juni
2417, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama karena di usir
oleh Tergugat;

2. Rahmawati binti A. Azis, umur 30 tahun, agama lstam, pekerjaan urusan
rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Tente, RT. 015, RW.
009, Desa Dore Bara, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, di
bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenar penggugat dan Tergugat karena bertetangga
selang dua rumah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adarah pasangan suami isteri sah;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang

tua Penggugat Ialu tinggal di rumah saudara Tergugat di Desa Dore Bara;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi pernah merihat dan mendengar penggugat dan Tergugat

bertengkar seterah penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggar,
Tergugat datang menemui penggugat hanya untuk bertengkar;

- Bahwa penyebab penggugat dengan Tergugat bertengkar karena
Tergugat berseringkuh dengan wanita rain bahkan Tergugat sudah
menikah lagi dengan perempuan bernama Nurjanah orang dari Dusun
Tente pula;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat terah pisah tempat tinggar sejak Juni
2417, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersarna karena di usir
oleh Tergugat;

- Bahwa saksi sering merihat penggugat dan Tergugat didamaikan oreh
Kepala Dusun dan saksi l, namun tidak berhasil;
Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas penggugat tidak

mengajukan pertanyaan;

Bahwa Penggugat terah menyampaikan kesimpuran secara risan yang
pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan mohon putusan;

Hlm. 5 dan 12 Htrn. put. No. 0600/pdt.Gt}OlttpA.Dp
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Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang

termuat dalam berita acarasidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi

dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata

bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut

akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan

permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat

d ijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.,

yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan

sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis

membebani Penggugat u ntu k membuktikan dalil-dalit g ugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Penggugat posita angka 1

sampai dengan 6, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 serta 2

orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah)

yang rnerupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan distempel Pos

dan cocok dengan aslinya, isi buktitersebut menjelaskan mengenai pernikahan

Penggugat dan Tergugat, sehingga buktitersebut telah memenuhi syarat format

dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan

mengikat;

Hlm. 6 dari 12 Hlm. Put. No. 0600lPfr..cl2O17lPA.Dp
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Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan

sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam

Pasal 172ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi 1 tidak pernah melihat atau mendengar secara

langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun dari

keterangan saksi 1 yang menyatakan sering dipanggil untuk mendamaikan

Penggugat dan Tergugat bersama paman Tergugat dan Kepala Dusun, maka

keterangan saksi 1 tersebut adalah fakta yang dialami sendiri serta relevan

dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, sehingga Majelis

berpendapat sangattah bertentangan dengan akal sehat apabila perdamaian

dilakukan tanpa didahului dengan adanya pertengkaran antara Penggugat dan

Tergugat dan dalam hal ini Tergugat bahkan telah menikah lagi dengan

perempuan lain, maka pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terbukti,

oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil

sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi

tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagaialat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat adalah fakta yang

dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil

yang harus dibuktikan oleh Penggugat tentang pertengkaran antara Penggugat

dengan Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi

syarat materiil sebagairnana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga

keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima

sebagaialat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2
bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh

keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan

R Bg.;

Penggugat

karena itu

Pasal 309

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, saksi 1 dan saksi 2 terbukti

fakta-fakta dalam persidangan sehagai berikut:
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1. Bahwa, Penggugat adalah istri sah rergugat yang pernikahannya telah

dilaksanakan pada tanggal 29 Maret z}fi dan telah tercatat pada Kantor

Urusan Agama Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana

layaknya suami istri dan telah dikaruniai2 (dua) orang anak;

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak karena antara

Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan karena

Tergugat berselingkuh bahkan telah rnenikah lagi dengan perempuan lain;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan

Juni2017;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan, namun

tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat
disimputrkan fakta hukum sebagai berikut:

1- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara

sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi
pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah
tangga disebabkan karena Tergugat berselingkuh bahkan tetah menikah
lagi dengan perempuan lain;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan
Juni 2A17;

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan, namun
tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum
lslarn yang terkandung dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz Vt, halaman 346
yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

a$+ AU .,,;till qt' JIt k+_ul i-. _dt i+rt eE r r.it tjl

Artinya:"Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istei kepada

suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan

talak safu";

2.

3.

4.

5.

2.
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Menimbang, bahwa menurut pasal 1 undang-undang Nomor 1 Tahun
1974 Tentang Perkawinan "Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara
serang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan
membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang, bahwa dari ketentuan Undang-Undang tersebut dapat
diketahui bahwa salah satu unsur ikatan perkawinan adalah unsur ikatan batin,
dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi, maka berarti perkawinan itu sudah
pecah;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan datam rumah tangga
tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan
telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suarni isteri sudah
tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi dengan
ditemukannya fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah
tempat tinggal, telah menunjukkan bahwa antara penggugat dan Tergugat
sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi
komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan ketanjutan dari
perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang, sebagaimana maksud yurisprudensi Mahkamah Agung Rl
Nomor 38 l(AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Nomor 266 l(AG/19g3
tanggal 25 Juni 1996 yaitu bahwa dalam mempertimbangkan perceraian
berdasarkan alasan perselisihan tidak melihat siapa yang bersalah yang
menjadi penyebab terjadinya percelisihan dan pertengkaran tetapiyang penting
apakah benar rumah tangga tersebut telah pecah dan sulit untuk didamaikan,
maka dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak menggali fakta lebih
jauh tentang apa dan siapa yang menyebabkan tefladinya perselisihan dan
pertengkaran dalam rumah tangga penggugat dan Tergugat, akan tetapi fakta
yang perlu diungkap adalah tentang pecahnya rumah tangga penggugat dan
Tergugat itu sendiri;
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Menimbang, bahwa selain fakta tersebut di atas, apabila salah satu pihak,

atau kedua belah pihak sudah bersikeras atau tidak mau lagi mempertahankan

perkawinannya, maka di sini sudah ada persangkaan bahwa antara Penggugat

dengan Tergugat sudah tidak ada lagi ikatan batin;

Menimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah sedemikian

rupa, Majelis Hakim berpendapat jika tetap dipertahankan, maka bukan

kebahagiaan yang akan diperoleh, akan tetapi beban penderitaan baik fisik

maupun psikis yang akan dirasakan oleh kedua belah pihak baik Penggugat

maupun Tergugat, sehingga perceraian dipandang cukup adil untuk dijadikan

jalan keluar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dan fakta yang terungkap

di persidangan, maka terbukti adanya perpecahan dalam rumah tangga

Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan kedua belah pihak sudah tidak

ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami istri, sehingga dengan

demikian alasan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi

maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f)

lnpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum lslam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7

Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Nomor 50 tahun 2009, Panitera Pengadilan Agama Dompu, diperintahkan

untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana

Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat

Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a qua masuk bidang perkawinan,

maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50

Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;
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Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan

hukum lslam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Julfikar bin Ahmad) terhadap

Penggugat (Nurhaniah binti A. Wahab);

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Dompu untuk

mengirimkan salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Urusan Agama Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu dan Kantor Urusan

Agama Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, setelah putusan ini

berkekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk

itu;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini

sebesar Rp. 561.000,00 (Lima ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang

dilangsungkan pada hari selasa tanggal 21 Nopember 2017 Masehi,

bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Awal 1439 Hijriah, oleh kami

Uswatun Hasanah, S.Hl., sebagai Ketua Majelis, SyahirulAlim, S.Hl., M,H., dan

Achmad Iftauddin, S.Ag., sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh

Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan

dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Abdurahman, s.H., sebagai

Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Uswatun Hasanah, S.Hl.
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.w
Syahirul Alim, S.Hl., M.H.

Hakim Anggota

Achmad lftauddin, S.Ag.

Panitera Pengganti

S.H.

Rp. 30.000,-

Rp. 50.000,-

Rp. 470.000,-

Rp- 5.000,-

Rp. 6.000,-

: Rp. 561.000,-

(Lima ratus enam puluh satu ribu rupiah)

hl
Abdurahman,

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran

2. Biaya Proses

3. Biaya Panggitan

4. Biaya Redaksi

5. Biaya Materai
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